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RINGKASAN HASIL PENELITIAN 

 

 

Guru merupakan pendidik profesional yang memegang peran sentral dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tugas guru 

meliputi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik. Dalam menjalankan fungsi edukatif tersebut, guru tak 

hanya bertanggung jawab secara akademik, tetapi juga moral dan sosial. Namun, 

dalam praktiknya, guru sering menghadapi risiko hukum saat menegakkan disiplin. 

Salah satu kasus menimpa Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, yang 

dilaporkan akibat tindakan pembinaan terhadap siswa. Kasus ini mencerminkan 

belum adanya batas hukum yang jelas antara pendisiplinan yang sah dan kekerasan 

yang melanggar hukum, sehingga membuka ruang kriminalisasi terhadap guru. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan: (1) 

Apa batasan dalam penegakan disiplin siswa menurut hukum positif? dan (2) 

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tindakan 

pendisiplinan? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 

pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan 

konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendisiplinan siswa harus berada 

dalam koridor hukum pidana dan hukum perlindungan anak. UU Perlindungan 

Anak melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk oleh pendidik. 

Oleh karena itu, tindakan pendisiplinan harus bersifat edukatif dan menjunjung 

etika profesi. Perlindungan hukum terhadap guru dapat dibagi menjadi tiga bentuk: 

preventif, melalui panduan etik dan pelatihan disiplin positif; prosedural, melalui 

mekanisme penyelesaian internal sebelum ke ranah pidana; dan profesional, dengan 

pendampingan hukum dan rehabilitasi nama baik bagi guru yang tidak bersalah. 

Upaya ini bertujuan menjaga otoritas moral guru tanpa mengabaikan hak anak. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berangkat dari ketegangan antara kebutuhan sekolah 

menegakkan disiplin dan rezim perlindungan anak, yang kerap menempatkan guru 

pada posisi rentan ketika tindakan korektif dipersepsikan sebagai kekerasan. 

Permasalahan utama yang dikaji adalah: (1) Apa Batasan Dalam Penegakkan 

Disiplin Siswa dalam Peraturan Perundang-undangan; dan (2) Apa Upaya 

Pelindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa. Tujuan 

penelitian adalah mengidentifikasi parameter hukum yang membedakan disiplin 

edukatif dengan kekerasan, sekaligus merumuskan model pelindungan yang 

operasional bagi satuan pendidikan. 

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi 

UUD 1945, UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, UU Perlindungan Anak, KUHP, 

PP tentang Guru dan aturan teknis terkait; bahan hukum sekunder berupa literatur 

akademik, hasil penelitian, dan pendapat pakar; sedangkan bahan tersier mencakup 

kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif-deduktif 

melalui penafsiran sistematis dan komparatif atas norma, dilengkapi pembacaan 

yurisprudensi PN Andoolo No. 104/Pid.Sus/2024/PN.Adl (Supriyani) sebagai 

studi kasus. 

Hasil penelitian menunjukkan: pertama, disiplin harus diletakkan pada 

koridor non-kekerasan, proporsional, edukatif, dan terdokumentasi, dengan 

mempertimbangkan konteks sosiopedagogik, etika profesi, dan dampak psikologis 
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pada anak. Kedua, pelindungan hukum efektif bila dioperasionalkan pada tiga lapis: 

preventif (kode etik, SOP disiplin positif, pelatihan de-eskalasi, integrasi PPKSP), 

prosedural (penyelesaian internal/etik, pencatatan, koordinasi BK/komite, kanal 

pelaporan jelas), dan profesional (pendampingan hukum, pemulihan nama baik, 

diferensiasi jalur sesuai status PNS/PPPK/honorer). Ketiga, putusan Andoolo 

menunjukkan standar pembuktian pidana dan asas in dubio pro reo dapat 

mengakomodasi pembelaan atas tindakan profesional guru ketika unsur delik 

kekerasan tidak terbukti. Rekomendasi menekankan harmonisasi regulasi, 

penguatan SOP disiplin non-kekerasan, dan dukungan hukum institusional 

berkelanjutan bagi guru. 

 

Kata kunci: pelindungan hukum guru; disiplin siswa; perlindungan anak. 
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ABSTRACT 

 

This study arises from the tension between schools’ need to enforce discipline 

and the child-protection regime, which often places teachers in a vulnerable 

position when corrective actions are perceived as violence. It addresses two main 

questions: (1) What are the statutory boundaries for enforcing student discipline 

under Indonesian laws and regulations? and (2) What legal protection efforts exist 

for teachers when disciplining students? The objective is to identify legal 

parameters that distinguish educational discipline from violence and to formulate 

an operational protection model for educational institutions. 

The research employs a normative juridical method with statutory, 

conceptual, and case approaches. Primary legal materials include the 1945 

Constitution, the National Education System Law, the Teachers and Lecturers Law, 

the Child Protection Law, the Criminal Code, government regulations on teachers, 

and related technical policies; secondary materials comprise academic literature, 

research findings, and expert opinions; tertiary materials include legal dictionaries 

and encyclopedias. Analysis is conducted qualitatively and deductively through 

systematic and comparative interpretation of norms, complemented by a case 

reading of Andoolo District Court Decision No. 104/Pid.Sus/2024/PN.Adl 

(Supriyani). 

The findings show: first, discipline must remain within a non-violence, 

proportional, educational, and well-documented corridor, with due regard to socio-

pedagogical context, professional ethics, and psychological impacts on children. 



 

 

xxvii 
 

Second, legal protection is effective when operationalized across three layers: 

preventive (code of ethics, positive-discipline SOPs, de-escalation training, 

integration of PPKSP), procedural (internal/ethical resolution, documentation, 

coordination with counseling/committees, and clear reporting channels), and 

professional (institutional legal assistance, restoration of reputation, and 

differentiated pathways according to employment status: civil 

servant/PPPK/contract). Third, the Andoolo decision indicates that criminal 

standards of proof and the in dubio pro reo principle can accommodate defenses of 

professional teacher conduct when the elements of a violent offense are not proven. 

The recommendations emphasize regulatory harmonization, strengthened non-

violent discipline SOPs, and sustained institutional legal support for teachers. 

 

Keywords: legal protection for teachers; student discipline; child protection.  
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